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PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2016/PA.Sgm

·                DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan  Agama  Sungguminasa  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas

perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 26 Tahuri, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar

(SD), pekerjaan Pembantu Rumah Tangga,   bertempat tinggal di

Kabupaten Gowa, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 37 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir  Sekolah

Menengah   Pertama   (SMP),   pekerjaan   Tukang   Batu, bertempat

tinggal di Kota   Makassar,   sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan

saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3

Maret 2016   yang   telah   terdaftar   di   Kepaniteraan   Pengadilan   Agama

Sungguminasa Nomor:  212/Pdt.G/2016/PASgm.    mengemukakan  dalil-dalil

gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami -  isteri sah, yang

menikah pada hari Senin tanggal 05 - 10 - 2009 M atau bertepatan dengan

tanggal  15 Syawal 1430 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan

Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar di bawah register sesuai

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:  955/61/X/2009, Tertanggal Makassar,

12 -  10 - 2009 ;
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2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat   memilih

tempat kediaman   bersama   di   rumah   orang  tua   Tergugat   di   Jalan

A.P. Pettarani   H1      C   No.    5.   C   Keturahan  Tamamaung   Kecamatan

Panakkukang Kota Makassar ;

3.   Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat  telah dikaruniai

..                                                     1   (satu} orang anak yang bemama:

-  RlZKY AWAL MUHARRAM (umur 3,3 tahun)

Saat ini diasuh oleh Penggugat ;

4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat

hidup rukun dan harrnonis, namun sejak bulan Juli 2012 saat Penggugat

hamil anak pertamanya, mulai timbul perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena:

-   Tergugat seringkali melakukan tindak kekerasan dafam rumah tangga

(KDRn  dengan memukul Penggugat ;

- Tergugat  mempunyai  wanita  idaman  lain yang  dilihat  langsung  oleh

Penggugat kalau Tergugat bersama dengan Wllnya  berada dalam satu

kamar;

- Tergugat  yang  pegang  uang  belanja,  dalam  hal  ini  Penggugat  baru

dikasi uang jika meminta kepada Tergugat seh1nggasangat menyulitkan

apabila Penggugat butuh uang sementara Tergugat tidak ada.

5. Bahwa  orang  tua  dan  keluarga  Tergugat  maupun  keluarga  Penggugat

selalu  menasehati  Tergugat  agar  merubah  kebiasaannya   yang  suka

memukul  dan  menialin  hubungan  dengan  wanita  lain,  namun  nasehat

tersebut sama sekali tidak diperdu1ikan, bahkan Tergugat  menantang agar

tindakan pemukulannya   terhadap    Penggugat    dilaporkan    ke   pihak

kepolisian.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar menunggu Tergugat merubah

sifat  dan  perbuatannya tersebut  namun tidak  pernah  berubah  malahan

apabila dinasehati oleh keluarga, Tergugat tidak menanggapinya ;

7.   Bahwa  dalam  rumah  tangganya,  Penggugat  merasa  tidak  aman  dan

terancam keselamatannya sampai pada akhirnya Penggugat pada bulan

Juli  2015  meninggalkan  Terauqat  di  rumah kediaman  bersama  denqan
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membawa   anaknya   yang  hingga  saat  ini  dan  tidak  pernah   kembali   lagi,

sehingga   antara   Penggugat   dengan   Tergugat   telah  terpisah   selama  ± 8

(delapan) bulan tanpa saling  menjalankan kewajiban  baik  lahir maupun

batin;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan dirukunkan

oleh keluarga namun tidak berhasil ;

9. Bahwa  dengan  kondisi  rumah  tangga  yang  mengancam  keselamatan

Penggugat, maka Penggugat sudah  tidak bisa lagi mempertahankan

keutuhan rumah tangganya dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat ;

10.  Bahwa alasan Penggugat yang mendasari gugatan cerainya tersebut diatas

sudah bersesuaian  dengan alasan  perceraian sebagaimana  yang diatur

dalam Pasal 116 Kompilasi hukum Islam (KHI);

11.   Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum

Majelis Hakim Pengadilan Agama  Sungguminasa mengabulkan gugatan

cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in

shughraa Tergugat, Tergugat terhadap  Penggugat, Penggugat;

12.  Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa memerintahkan

Panitera Pengadilan  Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan

putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat

dan Tergugat dilangsungkan ;

Berdasarkan  alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat  memohon  kepada

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1.   Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2.   Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa  Tergugat, Tergugat terhadap

Penggugat, Penggugat ;

3.  Memerintahkan    Panitera    Pengadilan    Agama    Sungguminasa    untuk

mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat

perkawinan Penggugat dan Tergugat;
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.;;

4.  Membebankan   biaya   perkara   sesuai   dengan   peraturan   perundang•

undangan yang bertaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah

hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh

orang lain untuk menghadap sebagai wakitnya,  meskipun Tergugat telah

dipanggil secara resmi  dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu

disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa  selama  persidangan  pihak  Penggugat   hadir  ke  persidangan

namun Tergugat   tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap

sebagai  kuasanya,  meskipun  Tergugat     telah  dipanggil  sedangkan  tidak

ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum

yang  sah,  sehingga  mediasi  sebagaimana  diamanatkan  PERMA  Nomor  1

Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat  dalam upaya

perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak

berhasil, selanjutnya  dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap

dipertahankan   oleh   Penggugat dengan   beberapa   penjelasan yang

selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa   untuk   memperkuat   dalit   gugatannya,   Penggugat   telah

mengajukan bukti-bukti   surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :

956/61/X/2009 tanggal  12 Oktober 2009, bermaterai cukup dan telah  sesuai

dengan aslinya (bukti P);

Menimbang,  bahwa  Penggugat juga  mengajukan saksi-saksi  sebagai

berikut:

1. Irma binti Dg. Sija, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya 

sebagaiberikut

-  Bahwa  saksi  mengenal  penggugat  dan  tergugat  karena  saksi  adalah

saudara kandung penggugat.
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- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai

anak.

- Bahwa sejak Juli 2012 penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar

disebabkan karena tergugat menjalin hubungan dengan  wanita lain,

tergugat suka memukul dan tidak tayak dalam memberikan nafkah.

- Bahwa sejak Juli 2015 penggugat dan tergugat, tidak serumah lagt.

2.  lnar binti Sija, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah

saudara kandung saksi.

- Bahwa penggugat dan tergugat pemah hidup rukun dan telah dikaruniai

anak.

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar

sejak Juli 2012 karena tergugat sering berlaku kasar, menjalin hubungan

dengan wanita Jain dan tidak menafkahi penggugat secara layak .

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli

2015.

Bahwa  atas  keterangan  saksi-saksi  tersebut  Penggugat  menyatakan

tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara

lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;;

Bahwa Penggugat menyatakan  tidak akan menyampaikan sesuatu

apapun lagi, dan seJanjutnyamohon putusan;

Bahwa  untuk mempersingkat  uraian putusan ini, maka majelis hakim

menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat

dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan  tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana yang tefah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada tahap persidangan  yang telah ditetapkan

Penggugat hadir ke persidangan namun Tergugat   tidak hadir dan tidak pula

menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat  telah
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dipanggil oleh Jurusita  Pengadilan Agama  tersebut diatas,  sedangkan tidak

temyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum

yang sah, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana diamanatkan

PERMA No.1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa temyata Tergugat meskipun telah dipanggiJ secara

resmi  dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap

tanpa alasan  yang sah  menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh

orang   lain   tmtuk   menghadap   sebagai   kuasanya,   sedangkan   gugatan

Penggugat tidak  melawan  hukum dan  beralasan. Oleh  karena itll Tergugat

harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek, sebagaimana

pasal 149 R.Bg;

Menimbang,   bahwa   oleh   karena   Tergugat       tidak   hadir   dalam

persidangan, maka majelis hakim  tidak dapat melakukan upaya damai

sebagaimana  dikehendaki  oleh  pasal  82  ayat  (1)  dan  (4)  Undang-Undang

Nomor  7  tahun  1989 dan  pasal  130 HtR serta  pasal  131 KH1.  Walaupun

demikian, majelis hakim  sudah berupaya secara maksimal menasehati

Penggugat agar  bersabar dan  kembali  rukun dengan Tergugat, tetapi tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada

pokoknya  adalah  penggugat  dan  tergugat sering  bertengkar  yang  berujung

pada berpisah tempat tinggal sejak Juli 2015.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil  gugatan telah

menyampaikan bukti-bukti surat P serta  mengajukan dua orang saksi

sebagaimana tersebut di atas  yang masing-masing telah memberikan

keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang,   bahwa   pertama-tama   berdasarkan   pengakuan dan

ditambah keterangan saksi, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat

bernama  f ma  binti  Sija  dan  tempat  kediaman  sebagaimana  dalam  surat

gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa,

sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama

Sungguminasa berwenang untuk mengadilinya;
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Menimbang,   bahwa  Penggugat   di  persidangan   telah  mengajukan   bukti

surat  bertanda  (P) berupa  akta  otentik  yang  mempunyai   kekuatan  pembuktian

yang  sempurna   dan  mengikat,   maka   majelis   hakim   berpendapat    alat  bukti

dimaksud   telah   membuktikan    antara   Penggugat   dan  Tergugat   telah   terikat

dalam  perkawinan   yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam;

Menjmbang,   bahwa   yang   menjadi   pokok   permasa1ahan  untuk

dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi

ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?

2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?

3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam 

sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat   tidak hadir dalam persidangan

dan   dapat   diputuskan  <:tengan ketidak   hadiran   Tergugat,   namun   untuk

terwujudkan kebenaran formil maupun materiil atas gugatan Penggugat ,   maka

majelis hakim  berpendapat bahwa Penggugat    tetap diwajibkan beban

pembuktian atas adanya  suatu peristiwa hukum  (suatu  keadaan) atau

pembuktian untuk menguatkan dalikialilnya   yang  terurai dalam gugatan,

sebagaimana dimaksud pasal 283 R.Bg;

Menimbang,.  bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat

didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar

keterangan  saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah

pihak, sehingga telah terpenuhi  maksud  pasal 76 ayat  ( 1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang,  bahwa  dari  saksi-saksi  tersebut  djperoleh  keterangan

mengenai  keadaan  rumah tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  yang  pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum 

dikaruniai anak.
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- Bahwa    semula    keadaan    rumah   tangga    Penggugat    dengan    Tergugat

berjalan rukun,   tetapi   sejak   Juli   2012   menjadi   tidak   rukun   disebabkan

tergugat   sering   memukuf   penggugat,   tergugat   menjali   hubungan    dengan

wanita  lain dan tidak menafkahi  penggugat  secara  layak.

- Bahwa  sekarang   Penggugat   dan  T ergugat   telah  berpisah   tempat   tinggal

sejak Juli 2015.

-    Bahwa  saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua  belah pihak tapi

tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan sakst-saksi tersebut di atas

maka MajeJis teJah dapat menemukan fakta hukum daJam persidangan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

-  Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik

saja tetapi sejak Juli 2012 mufai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

disebabkan tergugat sering memukul penggugat, tergugat menjali hubungan

dengan wanita lain dan tidak menafkahi penggugat secara layak.

- Bahwa akibat perselisihan  Penggugat dan Tergugat yang terus  menerus,

Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat

tinggal  sejak Juli 2015;

- Bahwa saksi-saksi tefah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi

tidak berhasil;

·      Menimbang,  bahwa  unsur  pokok  tegaknya  suatu  bangunan  rumah

tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri.

Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya

tempat kediaman dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk

rukun kembali tetapi tidak berhasit maka hat tersebut mengindikasikan bahwa

ikatan lahir-batin diantara  suami-isteri tersebut telah  sedemikian  rapuh atau

bahkan telah ~pas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan

kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang,   bahwa   berdasarkan   fakta   tersebut   di   atas,   Majelis

berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

pecah  sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
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Maha  Esa  (vide pasal 1   Undang-Undang Nomor 1   Tahun  1974)   dan   atau

keluarga    yang    sakinah,    penuh  mawaddah  dan  rahmah  (vide  pasal  3

Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  pada  setiap  persidangan  Majelis telah  berusaha 

secara maksimaf menasihati  Penggugat agar tetap  mempertahankan  rumah 

tangganya  namun temyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras 

untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan 

Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat   rukun kembali dalam sebuah 

rumah tangga;

Menlmbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah

sedemikian  rupa adalah  sia-sia belaka,  bahkan apabila  keadaannya seperti

sekarang  ini  dipaksakan  atau  dibiarkan  maka   justru   akan  menimbulkan

mudharat dan penderitaan Jahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat,

sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat  telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39  ayat (1) Undang-Undang

Nomor  1    Tahun  1974, perceraian  hanya dapat  dilakukan  di  depan  sidang

pengadilan sete1ahpengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak serta  adanya cukup alasan bahwa  antara

suami-isteri itu tidak dapat rukun kembati dalam  sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan  dalil

syar'i/doktrin  uJama yang  kemudian  diambil  alih  sebagai  pendapat  Majelis

sebagai berikut:

Kitab Ahkam Af-Qur'an juz II hataman
405:

~ ~   Y ~    ..Jfi ~   r1i ~      rts:.. 0-- rSb ~ ir-::. 0-•

Artinya: "Barang  siapa   yang   dipanggil   hakim   muslim   untuk   mnghadap

dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia tennasuk orang yang

dholim  dan gugurlah  haknya";

Manhaj al-Thullab, juz VI,  halaman 346 sebagai berikut:

•~     ~ ._,:11 ~•      ~-u,   '.·..-....l..J--."l  ~ • ..J..•) ti•c, .) ra+.le:.   

.ll.!,I 
J
·
.)
I.J
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Artinya: ..Apabila   telah  memuncak  ketidaksenangan  seorang  isteri  kepada

suaminya maka hakim (boleh} menceraikan suami-isteri itu dengan

talak satu"·;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan

Penggugat terah ferbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasaJ 39 ayat (~)

Undang-Undang Nomor 1  Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  dan  atau  Pasal  116  huruf  (f)  dan  (b)

Kompitasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertlmbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  dan  dengan  mengingat  ketentuan  Pasa1 149   R.Bg,  maka  gugatan

Penggugat dapat dikabufkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, dan dengan mengingat ketentuan pasaJ 119 ayat ( 2 } huruf c Kompifasi

--:,                                  Hukum  Islam  maka  gugatan  Penggugat  telah  dapat  dikabulkan  dengan

menjatuhkan ta1ak satu batn sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib adminstrasi pecatatan perceraian pada

Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat,

maka diperintahkan  kepada  panitera  untuk menyampaikan  saUnan putusan

kepada  Pegawai  Pencatat   Nikah  yang   berwenang,   sete1ah putusan   ini

berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat  (1) Undang•

Undang Nornor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  89  ayat  (1)  Undang-undang

Nomor 7 Tahun  1989 yang telah diubah  dengan  Undang:--UndangNomor 3

Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.   Menyatakan  Tergugat  tefah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk 

menghadap ke persidangan, tidak hadir.

2.  Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
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3.    Menjatohkan   taiak satu bain shugra  Tergugat  (Muh.  Agus  bin Aburaerah)

te.rhad<ij>-  Penggugat  (Penggugat).

4.  Memerintahkan Panitera Pengaditan Agama Sungguminasa untuk

mengirimkan  sa1inan putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  1etap

kepada Pegawa; Pencatat Nikah Kantor Urusan  Agama Kecamatan

Somba Opu, Kabupaten  Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar untuk dicatat

dalam daftar yang disediakan untuk ftu.

5.   Membebankan Penggugat untuk membayar biaya peckara sejumJah Rp

466.000,00 (empat ratus enam pufuh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasari<:anmusyawarah majetis pada

hari Senin tanggal  22  Agustus 2016   Masehi bertepatan dengan tanggal  19

Zutkaiddah 1437 H, oleh kami Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI  sebaga&

ketua mafelis serta Maryam Fadhilah Hamdan, S.Ht dan Dr.  Muhammad Nafmi

Fajri, S.HL,  M.HI, masing-masing sebagai  hakim anggota,  putusan tersebut

pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk

umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh

Dra.   Hj. Musafirah, MH sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat

tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Ketua Majelis

Ttd

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI.,
M.HI

Hakim Anggota

Ttd

Dr.  Muhammad Nafmi Fajri, S.HI,  M.HI

Panitera Pengganti

Ttd

Dra.  Hj. Musafirah, MH
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Rincian  Biava Perkara:

1.       Biaya Pendaftaran

2.      Siay-a ATK

3.       BiayaPanggilan

4.     Biaya Redaksr

5.      Btaya Materat

Jumlah

Rp

Rp

Rp

.     
Rp

Rp

Rp

30~000,-

50.000,-

375.-000,-

5.000,-

6.000.-

466.000,-

(empat ratus enam puluh  enam Tibu rupiah)

Pumsan No. 212/Pdi.G/2016tPA. Sgro. Halaman 12 dari 12
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